PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTAN G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_—

BUPATI BANGGAI,

bahwa dalam rangka pelayanan jasa tempat khusus parkir di
daerh Kabupaten Banggai, Pemerintah Daerah telah sesuai
dengan kewenangan yang diberikan kepadanya telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9
Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah
dibidang retribusi daerah guna kelancaran pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Banggai maka ketentuan Pasal 8
ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a dipandang tidak sesuai lagi dengan perkemhangan
saat ini, dimana perlu adanya perubahan tarif retribusi parkir,
sehingga terhadap peraturan daerah tersebut perlu dilakukan
penyesuaian;

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah sebageimana
dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan dan
disesuaikan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahur 2000
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembeutukan
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Necara Rl
Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 1822);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara RI. Tahun 1981 Noinoi 76,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 2831);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak [aerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kKali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl.Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4139):
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2000
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 29 Seri B Nomor 13).
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008
tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 47)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Menetapkan

dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGA| NOMOR 9
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUS| TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2000

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir |

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2000 Nomor 24 Seri B Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

(1) Tarif retribuis digolongkan berdasarkan
kendaraan bermotor.

Pasal 8

jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis

(2) besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
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(3) palam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka
jumlah pembayaran per satuan unit

unsur tarif yang meliputi :

a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa.

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. biaya operasional langsung,

pegawai tidak tetap,

d.

langsung dengan penye
biaya tidak langsung yang meliputi
yang mendukung penyediaan jasa.
biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva I
yang berjangka menengah dan panjang,
pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, da
biaya-biaya lainnya yang berhubungan deng
pinjaman jangka pendek.

yang meliputi biaya belanja pegawai ternasuk

belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan
bangunan, biaya listrik

dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan
diaan jasa.

biaya administrasi umum, dan biaya lainnya

)
)

yang meliputi angsuran dan hunga
N penyusutan aset.

an penyediaan jasa, seperti bunga atas

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam

presentase tertentu dari total bia

dari modal,

(6) Struktur dan besarnya tarif seba

ditetapkan sebagai berikut :

ya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan

gaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)

No Jenis Tempat Parkir

Jenis Kendaraan
Bermotor

Tarif (Rp)

1. | Pelataran / Lingkungan

2. |[Taman

3. |Gedung

- Sedan, Jeep, Mini Bus
- Pick-Up dan sejenisnya
- Bus, Truck

- Alat Besar

- Sepeda Motor

- Sedan, Jeep, Mini Bus
- Pick-Up dan sejenisnya
- Bus,Truck

- Alat Besar

- Sepeda Motor.

- Sedan, Jeep, Mini Bus
- Pick-Up dan sejenisnya
- Bus,Truck

- Alat Besar lainnya

- Sepeda Motor.

(Sekali Parkir)

Rp. 600,- / Parkir
Rp. 800,- / Parkir
Rp. 1.250,- / Parkir
Rp. 1.750,- / Parkir
Rp. 400,- / Parkir

Rp.  600,- / Parkir
Rp. 800.-/ Parkir
Rp. 1.250,- / Parkir
Rp. 1.750.- / Paikir
Rp. 400, / Parkii

Rp. 1.250,-/ 2 Jam
Rp. 1.250,-/ 2 Jam
Rp. 2.500,-/ 2 Jam
Rp. 3.500,-/ 2 Jam
Rp. 500,-/2 Jam

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 26

tarif ditetapkan sebagai
pelayanan/jasa yang merupakan jumlah vnsur-

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum
pada Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana

kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.070.000
(lima puluh juta rupiah).
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(¢) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daeran dan
disetor langsung ke Kas Daerah.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengund:ngan

Peraturan ~ Daerah  ini  dengan penempatannya dalam Lembaran [aerah
Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk.
‘' padatanggal 7 Agustus 2009

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 8
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